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RINGKASAN

Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4
di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Di masa yang akan datang batubara menjadi
salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas
bumi yang semakin menipis. L.

Pengembangan pengusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah
mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri
maupun sebagai sumber devisa. Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap
batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang
mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya
sustainable eco-development.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup,
maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum
administrasi (administrative penal law) merupakan salah satu kebijakan yang perlu
mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum
administrasi.

Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap
fungsi hukum pidana sebagai wltimum remedium dalam penanggulangan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-
norma hukum lingkungan. Akibatnya, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-
undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai
kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. '

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgennya sinkronisasi kebijakan
hukum pidana, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatast
kelemahan penggunaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat degradasi
fungsi lingkungan hidup.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang
Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agér dapat tetap menjadi sumber dan
penunjang hidup manusia serta makhluk hidﬁp lainnya demi kelangsungan dan
peningkatan kualitas kehidupan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang

‘ diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat,

Sebagai landasan operasional, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)!
menegaskan antara lain bahwa Pembangunan Nasional bertujuan mémbangun manusia
Indonesia seutuhnya. Hal tersebut mégunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki
kemakmuran rakyat dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya,
manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Jadi '
pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya sadar dalam mengolah dan
memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat untuk
mencapai kesejahteraan lahir dan kepuasan batin. Oleh karena jtu penggunaan sumber daya
alam harus selaras, serasi dan seimbang dengaﬁ fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemak-

' Tujuan Pembangunan Nasional, dikutip'dari Tap MPR No. [I/MPR/1998

e

o -
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muran rakyat, maka pembangunan dilakukan secara terencana, rasional, optimal,
bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan
sebeéar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseim-
bangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan, Tata ruang nasional yang
berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan
lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib,
efisien, dan efektif.?

Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia seperti
kehutanan dan pertambangan, dilakukan dengan memperhatikan bahwa pengelolaan
sumber daya alam di samping untuk memberi kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin
kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resource)
seperti hutan, harus dikelola secara bijaksana schingga fungsinya dapat selalu terpelihara,
sedangkan sumber dayal alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resource)
seperti bahan tambang minyak dan gas (migas), batubara, biji besi dan lain-lainnya harus
digunakan secara rasional dan bijaksan‘a sehingga pemanfaatannya dapat bertahan selama
mungkin.’ Hal ini berarti sangat disadari‘ bahwa tanpa pengelolaan yang rasional dan
bijaksana, sebesar apapun sumber daya alam itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan
yang maksimal bagi kesejahteraan bangsa, khususnya generasi yang akan datang.

Pembangunan di masa depan sangat bergantung pada ketersediaan jangka panjang
energi, padahal sumber energi primer masa kini sebagian besar bersifat tak dapat

diperbaharui seperti migas. Menurut perhitungan para ahli, hingga saat ini tidak satupun

? Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP 1), dikutip dari Tap MPR No. [I/MPR/1998

* Ibid. Lihat juga Emil Salim, (I), Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan keenam,
1993, hal. 169
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sumber atau gabungan beberapa sumber energi yang ada dapat memenuhj kebutuhan masa

depan tersebut.* Meskipun sebenarnya sumber energi primer lainnya seperti matahari,

angin dan gelombang masih sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya memerlukan

teknologi tinggi yang berarti memerlukan biaya besar pula.
Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat menggantikan bahan bakar migas

di masa yang akan datang adalah batubara.® Saat inj Indonesia memiliki cadangan batubara

sekitar 36.344.954 juta ton yang tersebar di beberapa pulay, khususnya Sumatera dan

Kalimantan® Dengan potensi cadangan batubara —disarﬁping bahan tambang lainnya- yang
besar, kebijakan di sektor pertambangan diarahkan untuk menghasilkan bahan tambang
sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah
yang setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

Pembangunan sektor ini juga harus membawa manfaat yang scbesar-besarnya bagi

perigembangan wilayah, pembagunan daerah,‘ dan peningkatan taraf hidup rakyat.’

Untuk keperluan. tersebut di atas, maka ketentuan tentang pengusahaan
pertambangan dituangkan dalam Undaﬁg—undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok Pertambangan Umum (UUPU) serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan
perundang-undangan tersebut tujuannya disamping untuk memacu perkembangan kegijatan

pertambangan juga untuk memberikan landasan legalitas yang kuat sebagai jaminan

4 Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, Hari Depan Kita Bersama, PT. Gramedia, Jakarta,
1688, hal. 229

* Lihat: Soetaryo Sigit,(1), Industri Pertambanzan Batubara Indonesia, PT. Geoservices (LTD), Bandung,
1997, hal. xid
Jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah sejalan dengan penyelidikan umum terhadap potensi
tambang batubara yang masih terus dilakukan di berbagai tempat. Lihat: Direktorat Batubara vide Ambyo

(1993), dalam Sukandarrumidi, Batubara dan Gambut, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995,
hal. 7

" GBHN 1998




perlindungan hukum bagi investor serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan pertambangan itulah eksploitasi terhadap tambang
batubara terus digalakkan guna memenuhi kebutvhan dalam negeri serta menghasilkan
devisa bagi negara. Dengan dilakukannya eksploitasi besar-besaran terhadap tambang
batubara, maka timbul permasalahan yang merupakan dampak negatif dari pengusahaan
pertambangan tersebut, Dafnpak itu antara lain berupa pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup baik dalam skala lokal maupun global yang potensial menimbulkan
berbagai penyakit.8 Dalam skala Iokal, hasil penelitian menunjukkan bahwa bekas lahan
penambangan batubara yang tidak segera dilakukan reklamasi mengakibatkan timbulnya
kerusakan. morfologi dan bentang alam seperti struktur tanah bekas penambangan. Tanah
yang pada 1nulanya berbentuk perbukitan, berubah menjadi goa-goa besar, danau-danau
raksasa yang airnya meluap keluar dan membanjiri daerah permukiman penduduk, di
musim hﬁjan tebing “danau-danau” itu longsor dan menutupi daerah persawahan. Limbah
cair bekas penambangan mencemari sungai-sungai schingga mengakibatkan turunnya
kualitas air yang menjadi sumber kehidl;pan penduduk di sekitarnya. Debu tanah dan debu
batubara yang tebal menyebabkan turunnya kualitas udara yang sangat potensial
menimbulkan berbagai macam penyakit, khususnya berbagai jenis penyakit pernafasan.®

Dampak secara éloBal yang kemungkinan besar akan terjadi,'® adalah semakin
panasnya temperatur bumi akibat pembakaran batubara; perombakan hutan untuk

melakukan penambangan yang tidak terkeﬁdali (deforestation) yang dapat merusak lapisan

% Lihat: Laporan_Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Batubara di Kec. Paringin, Kab. Hulu Suneai
Utara Kalimantan Selatan, PT. Adaro Indonesia, Jakarta, 1991, hal, 153-174

’ Lihat: Nirmala Sari, Laporan Penelitian tentang Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Penambanean
Batubara di Propinsi Kalimantan Selatan, 1997

" Dampak lingkungan tidak serta merta terjadi begitu kegiatan dilakukan. (pen.)
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0zon yang berfungsi meliﬁdungi kehidupan makhluk dan tata lingkung permukaan bumi.
Lobang pa'da ozon merupakan ancaman serius bagi bumi!! karena panas yang makin
memuncak akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan mencairnya gunung-
gunung es di Kutub Utara. Meningkatnya temperatur bumi (efek rumah kaca) akan meng-
akibatkan pula tenggelamnya beberapa pulau di muka bumi.

Sejalan dengan meningkatnya kepedulian terhadap kelestérian fungsi lingkungan
hidup pada tingkat internasional, khususnya dengan diselenggarakannya Konferensi PBB
tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972, maka Indonesia
mencanangkan pola pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana yang tertuang
dalam GBHN 1978.

Salah satu bentuk kepedulian Indonesia terhadap kelestarian f}mgsi lingkungan ini
antara lain tertuang dalahq Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketéﬁtuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH) yang diganti dengan Undang-undang Nomor
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Dalam kaitannya dengan kegiata;l pengusahaan sumber daya alam, pada dasarnya
UUPLH menekankan pentingnya konservasi sumber daya alam, yakni pengelolaan sumber
daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber
daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Mengenai

pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana ini, Emil Salim mengemukakan:"

"' Lihat: John Naisbitt, Global Paradox (Terj. Budijanto), Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 171. Lihat
juga: John Salindeho, Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Ujung
Pandang, 1988, hal. 11

"2 Emil Salim, op cit., hal. 184




“Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional
mungkin. Ini berarti bahwa keempat kelompok sumber alam seperti pertambangan,
hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi bisa diolah asalkan secara
rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan
pengembangan lingkungan hidup yaitu eco-development. Pendekatan ini tidak menolak
diubah dan diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia.
Tetapi “kesejahteraan manusia” mengandung makna lebih luas, mencakup tidak hanya
kesejahteraan material, pemenuhan kebutuhan generasi kini, tetapi juga mencakup
kesejahteraan nonfisik, mutu kualitas hidup dengan lingkungan hidup yang layak
dihidupi (liveable environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara
kesinambungannya bagi generasi depan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak
rasional dan kurang bijaksana harus dicegah agar kesejahteraan generasi masa kini
dicapai dengan tidak menghancurkan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan
generasi masa depan. Dalam pendekatan ini berlaku dalil apa yang diambil dari alam
harus kembali kepada alam, sekurang—kurangnya diganti dengan hal yang berperan
serupa kepada alam”

Saling keterkaitan antara pembangunan (development) dan kualitas lingkungan
hidup (quality of life environment) saat ini menjadi isu sentral dunia internasional,
keterkaitan antara kedua masalah tersebut menjadi pokok perhatian sebagaimana yang -
terlihat dalam perkembangan Kongres-kongres PBB mengenai The Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders pada dua dekade terakhir ini."

Kongres-kongres tersebut menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap
pembangunan (crimes against development), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial
(crimes against social welfare) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (crimes
against the quality of life environment). Ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan
erat, karena tidak dapat dipisahlepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan

~dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup.™

Hubungan erat itu terlihat dalam salah satu laporan kongres PBB ke-7 yang menya-

13 Barda Nawawi Arief, dalam Muladi & Barda Nawawi Arief (I), Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992, hal, 169
" Ibid




takan, bahwa kejahatan lingkungan (ecological/environmental crimes) itu:'®

4. mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on quality of life);

b. menggangpu kesejahteraan material seluruh masyarakat (impinged on material well-
being of entire societies); dan

€. mempunyai pengaruh negatif terthadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had 4
negative impact on the development efforts of nations).

Kecenderungan perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup dalam skala
internasional, menyebabkan maraknya isu tentang tindak pidana lingkungan (TPLH). Hal
ini dikaitlkan dengan kerugian yang timbul baik dari sudut pandang sosial, ekonomi
maupun politik akibat eksploitasi sumber daya alam, khususnya dalam hubungannya
dengan masalah hak-hak asasi manusia.

Apa yang dikemukakan di atas tidak berlebihan, karena hak untuk memperoleh
Iingkungan hidup yang sehat (the right to a heaithy environment) merupakan salah satu hak
asasi manusia (HAM) yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Right 1948
(artz'ble 25), dan diatur pula dalam International Covenant on Economic, Social Rights
(article 11).16

Untuk mengamankan dan menunjang kebijakan-kebijakan pembangunan sekaligus
melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan sarana hukum, bajk dj
bidang administrasi, perdata, maupun ﬁidana. Kebijakan untuk menggunakan sarana

hukum pidana (penal policy) dalam rangka memberikan jaminan ditaatinya ketentuan per-

® Ibid. Lihat Juga: Muladi (IT), Hak Asasi Manusia, Politik dan_Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 1997, hal. 187

' United Nations, A Compilation of International Instrument, Human Rights, Volume [ (First Part), New
York, 1993, hal. 8 dan 12




undang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup ini merupakan fungsi
hukum pidana sebagai administrative penal law, yang merupakan penunjang/pendukung
sanksi administratif,

Upaya penanggulangan masalah lingkungan hidup dengan hukum pidana ini dite-
gaskan pula dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba dan Kongreé PBB ke-9
tahun 1995 di Kairo, Mesir. Di dalam Draft Resolusion mengenai The Role of Criminal
Law in the Protection of Nature and the Environment, antara lain dinyatakan bahwa di
gamping tindakan-tindakan berdasarkan hukum administrasi dan pertanggungjawaban
berdasarkan hukum perdata, juga perlu diambil tindakan-tindakan berdasarkan hukum
pidana terhadap masalah lingkungan hidup. Negara-negara anggota (PBB) dihimbau untuk
mengimplementasikan secara efektif hukum nasional (termasuk hukum pidana), yang
berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup.!?

Dalam kebijakan hukum pidana ini pada dasarnya terdapat dua masalah sentral,
yakni penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa

yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.'® Penganalisisan terhadap

dua masalah sentral tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari

konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan
pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah

ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan

" Dokumen No, A/CONF.144/L.4 tanggal 3 September 1990 dan Dokumen No. A/CONF.169/L.2 tanggal
13 Desember 1994. Lihat juga: Barda Nawawi Arief, dalam dalam Muladi & Barda Nawawi Arief (1), op
cit, hal. 169

"® Lihat: Barda Nawawi Arief (1), Bunga Rampai Kebijakan Hukum_Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, hal, 32




pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented aproach).”’ Hal tersebut
dikemukakan pula dalam tulisan Satjipto Rahardjo® yang menyatakan bahwa tidak
dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut.
Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah
mengutalﬁakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian
harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnyapun harus menye-
diakan kemungkinan untuk melakukan hal itu. Sudarto Jjuga pernah mengemukakan bahwa
apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dala.m hubungan keseluruhan
politik kriminil atan “social defence planning” dan harus merupakan bagian integral dari
rencana pembangunan nasional.?’

Apa yang dikemukakan para pakar di atas dapat dilihat dalam UUPU, di mana
l<eEijal<an pembangunan dititikberatkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi -
pengusahaan pertambangan demi mendukung pembiayaan pembangunan. Kebijakan
pembangunan demikian tercermin pula dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang
dalam UUPU tersebut, yakni memberikan Iﬁerlindungan yang cukup besar terhadap investor
pemegang Kuasa Pertamba'ngan (KP). Barangsiapa yang melakukan penambangan tanpa
memegang KP merupakan pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana yang cukup
berat.?

Mengingat UUPU lahir jauh sebelum kebijakan pola pembangunan berkelanjutan

19 1.
Ibid.

% Satjipto Rahardjo, dalam Barda Nawawi Arief (1), Ibid, hal. 33

2 Sudarto, (1), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal, 104

2 Lihat: Pasal 31 UUPU
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dicanangkan, maka perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagaj dampak pengusahaan

pertambangan batubara tersebut belum tercermin dalam pasal-pasalnya. Hal tersebut
terlihat jelas dalam pasal 33 UUPU di mana Pemegang KP yang melalajkan kewajibannya
melakukan pemulihan lahan bekas penambangan (reklamasi)®

hanya diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.50.000,00 (limapuluhribu rupiah) karena tindak pidana ini merupakan pelanggaran.

Dengan berlakunya UUPLH yang merupakan undang-undang induk atay undang-
undlang payung (kader-wet atau wmbrellq act) bagi setiap peraturan-perundang-undangan
yang mengatur TPLH,* maka ketentuan pidana yang tertuang dalam UUPU sepanjang
menyangkut perbuatan/kegiatan yang menimbulkan pencemaran/perusakan  lingkungan
mengacu pada UUPLI—I. Di samping pula, UUPLH juga menyatakan bahwa perundang-
undangan di luar UUPLH masih tetap berlaku secara administratif.

Masih berlak_unya UUPU secara administratif mempunyai pengaruh terhadap
penerapan sanksi pidana yang diancamkan oleh UUPLH, hal ini merupakan suatu
keterkaitan (bahkan ketergantungan) huicum pidana terhadap pertimbangan administratif
dalam penanggulangan dampak pertambangan batubara,? Dengan ketergantungan ini,
hanya pemegang KP yang melanggar peraturan perundang-undangan pertambangan dan

mengakibatkan timbulnya perusakan/pencemaran lingkungan yang dapat dikenakan sanksi

pidana, sedangkan bagi pemegang KP yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang-

% Salah satu kewajiban pemegang KP adalah melakukan pemulihan lahan bekas penambangan (reklamasi)
Lihat: Pasal 30 dan Pasal 33 UUPU

* Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (1), op cit., hal. 176

% Lihat: M. G. Faure, Dampak Ketereantungan Administratif Hukum Pidana Lingkungan: Suatu Inventarisasi
Permasalahan, dalam Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkunean dalam
Teori dan Praktek, (Terj. Tristam P. Muliono), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.31-38
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an pertambangan, ketentuan pidana ini tidak bisa diterapkan. Secara ekologis keter-
gantungan ini tentu saja sangat merugikan karena tidak sedikit pemegang KP yang tidak
melakukan pelanggaran peraturan-perundang-undangan pertambangan -dalam arti merme- ‘
nuhi segala kewajibannya, seperti telah memiliki Analisis Dampak lingkungan (ANDAL),
membuat Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL), melakukan réklamasi, membayar pajak dan iuran, membuat laporan secara berkala
kepada lembaga. yang berwenang dan lain s_eb'againya- tetapi masih menimbulkan
kerusakan/tercemarnya lingkungan hidup, ketentuan pidana dalam UUPLH tidak dapat
diterapkan. Secara yuridis hal ini menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan keadilan.
Pola ketergantungan kebijakan hukum pidana terhadap kebijakan di sektor
administrasi pertamﬁangan ini karena adanya fragmentasi tanggung jawab secara sektoral,
dan orgamisasi sektoral cenderung mengejar tujuan-tujuan sektoral dan memandang
darﬁpaknya pada sektor lain sebagai efek samping. Pandangan sektoral inilah yang masih
melekat pada pembuat kebijakan, sehingga timbul kekurangserasian/ kekurangselarasan
pada kebijakan—kebijakan yang dihasilkan. Padahal kebijakan di bidang hukum -khususnya
kebijakan hukum pidana- tidak bisa berdiri sendiri dan sangat tergantung pada ber-
fungsinya banyak hal, termasuk sistem administrasi dan birokrasi. Keadaan tersebut sesuai
dengan apa yang dikemukakan ofeh Komisi Dun_ia untuk Lingkungan dan Pembangunan: 26
“Kelemahan pokok dalam pendekatan menurut cakupan permasalahan adalah bahwa
masalah lingkungan diperlakukan sebagai masalah sektoral yang seolah-olah memiliki
dunianya sendiri. Sebagai sektor, maka sering dipertentangkan dengan pembangunan
sehingga orang seakan-akan dihadapkan pada pilihan antara “lingkungan” di satu pihak
dengan “pembangunan” di pihak lain. Padahal lingkungan merupakan masalah yang

saling kait mengkait dengan pembangunan. Sifat interdependensi yang terdapat dalam
lingkungan menyebabkan sulit memperlakukannya sebagai sektor yang terisolasi

% Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and
Development), Hari Depan Kita Bersama, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hal.xxiii
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dengan dunianya sendiri. Oleh karena dirasa perlu mencari cakupan permasalahan yang
mempertautkan lingkungan dengan pembangunan, maka tumbuh kebutuhan untuk
mengusahakan agenda aliernatif, yakni suatu agenda yang memungkinkan pendekatan
lintas sektoral dan melarutkan pandangan lingkungan dalam pembangunan.”

Agenda yang memungkinkan pendekatan lintas sektoral tersebut hanya dapat
dilakukan apabila terdapat sinkronisasi dalam kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan
kriminalnya. Tanpa adanya sinkronisasi, maka ;lkah sulit diperoleh kesamaan visi dalam
menyelesaikan suatu masalah lingkungan hidup yang timbul akibat kebijakan di sektor
_pembangunan lainnya.

Menurut Muladi, sinkronisasi sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat
bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural syncronis;ztion), dapat bersifat
substansial (substantial syncronisation) dan dapat pula bersifat kultural (cultural
syncronisation).”’ Jadi secara struktural kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan
dampak pertambangan batubara harus sesuai/tertib secara hirarkis dengan perundang-
undangan lainnya, secara substansial diperlukan ketaatasasan hukum pidana dalam setiap
kebijakan, dan secara kultural, menjadi keharusan adanya integralisasi dan koordinasi
dalam penegakan hukum pidana oleh setiap pihak yang terkait.

Dengan memperhatikan hal-hal yang tertuang dalam uraian di atas, maka selain
memerlukan sinkronisasi kebijakan hukum pidana diperlukan pula pemberdayaan
upaya-upaya preventif dalam menanggulangi dampak pertambangan batubara, hal tersebut
didasarkan pada antara lain:

Pertama, bahwa pengusahaan pertambangan batubara merupakan salah satu

sumber pembiayaan penting bagi pembangunan, akan tetapi pengusahaan pertambangan

7 Muladi (1), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 1
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batubara sangat potensial menimbulkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup
serta menimbulkan korban. Sehingga diperlukan re-evaluasi dan re-orientasi terhadap
berbagai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,

Kedua, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam
UUPLH sangat tergantung pada aspek administratif dari pengusahaan pertambangan
batubara. Ketergantungan secara administratif dari hukum pidana, potensial mempengaruhi
efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan baik terhadap
lingkungan hidup maupun korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara.

Ketiga, Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam perundang-undangan yang
inengatur dampak lingkungan dari pengusahaan batubara seyogyanya tertib secara hirarkis
perundang-undangan, taat asas, memperhatikan perkembangan pembangunan sistem
hukum nasional, serta mengacu pula pada perkembangan standar-standar baku

internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

B. Perumusan Masalak
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah yang dibahas dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
I. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan yang Dberkaitan
dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan

pertambangan batubara?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi

dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat

pengusahaan pertambangan batubara?
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Dengan permasalahan yang cukup luas tersebut, maka dalam pembahasan

selanjutnya akan dibatasi pada hal-ha] berikut:

1.

Pada permasalahan pertama, dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penanggulangan  dampak lmgkungan hidup sepertj
pertambangan, kehutanan perindustrian, agraria dan Iam lain. Inventarisasi inj
dilakukan untuk dapat mendeskripsikan kebijakan hukum pidana yang meliputi tindak
pidana, penentuan sanksi serta pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya dilakukan
analisis dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam perundang-
undangan tersebut, khususnya di sektor pertambangan batubara, sebagai konsekuensi

logis adanya keterkaitan dan ketergantungan hukum pidana terhadap hukum

administrasi.

. Pada permasalahan kedua, pada intinya zdalah analisis terhadap kebijakan hukum

. pidana di masa yang akan datang, dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan

hidup serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara,
Sebelumnya dilakukan pembahasarll terhadap dampak lingkungan hidup serta korban
yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara. Pembahasan meliputi dampak |
lingkungan hidup dan korban yang timbul baik pada tahap penambangan, tahap
pengangkutan, maupun tahap pemanfaatan batubara. Analisis terhadap kebijakan
hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka_menanggulangi dampak
lingkungan hidup serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan batubara,
meliputi sinkronisasi kebijakan hukum pidana serta pemberdayaan upaya-upaya
preventif. Pembahasan sikronisasi kebijakan hukum pidana meliputi sinkronisasi

struktural, substansial dan kultural, sedangkan pemberdayaan upaya preventif meliputi
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beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana

lingkungan hidup (TPLH). Meskipun pembahasan menitikberatkan pada kebijakan

hukum pidana di bidang pertambangan batubara, namun tetap dalam konteks

perlindungan lingkungé.n hidup dan korban secara umum. Dalam mengemukakan
alternatif, pembahasan mengacu pada perkembangan pembangunan sistem hukum

nasional dan memperhatikan perkembangan standar-standar baky internasional.

C. Kerangka Konsepsional

1. Kebijakan Hukum Pidana
Secara terminologis, kebijakan berasal dari kata policy (bahasa Inggeris) atau
politiek (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya; pernyataan cita-cita, tujuan,

prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai

sasaran; garis haluan.?®

Dari beberapa literatur dapat diketahui dan dipahami arti kata kebijakan. Biasanya
kata kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti atau berhubungan dengan kata lainnya |
yang kemudian membentuk satu pengertian pula, seperti: kebijakan publik, kebijakan
sosial, kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemerintah, kebijakan

legislatif, dan lain sebagainya.

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departermen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal, 115
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Barda Nawawi Arief menggunakan istilah kebijakan di dalam pembahasannya
tenijang kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal yang merupakan terjemahan dari
penal policy dan criminal policy.”’ Demikian pula Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana
menterjemahkan kata policy menjadi kebijakan.*® Menurut Robert R. Mayer dan Ernest
Gree.nwood, policy dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara
yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara
kolektif?!' Pada umumnya -di kalangan administrasi negara kata kebijakan juga
mengandung arti penetapan tujuan dan sarana.*?* Dari makna tersebut, dapat dilihat bahwa
di dalam suatu kebijakan terkandung hal-hal sebagai berikut:

a. suatu tujuan yang ingin diwujudkan dalam suatu organisasi, masyarakat;
b. suatu prinsip atau sistem nilai yang mendasari atau menjadi pedoman dalam pengaturan
masyarakat, pemerintah, organisasi;

c. suatu cara untuk mencapai tujuan;
d. sarana untuk mencapai tujuan.

Apabila kita mengaitkannya denéan kebijakan hukum pidana, maka tersirat makna
bahwa kebijakan hukum pidana ini didasarkan pada suatu prinsip atau sistem nilai
yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Indonesia, yang tertuang dalam falsafah bangsa

Indonesia yakni Pancasila.

** Barda Nawawi Arief, (1), Op. cit, hal, 27

* Barda Nawawi Arief, (IV), Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Peniara,
CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 63

*! 1bid, hal. 63

* 8iti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan
Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Surabaya, 1987, hal. §
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Kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagai bagian dari kebijakan kriminal
(criminal policy) diartikan sebagai kebijakan untuk menggunakan sarana penal (hukum
pidana) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan kebijakan kriminal sebagai bagian
dari kebijakan sosial merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan untuk memberikan -
perlindungan kepada masyarai(at (social defence) dengan tujuan akhir demi mewujudkan
kesejahteraan masyarak;stt (social welfare).

Adapun tahapan dalam kebijakan hukum pidana meliputi tahap formulatif/legislasi,
aplikatif/aplikasi, dan eksekutif/eksekusi. Dafi ketiga tahapan ini tahap formulatif/legislasi
merupakan tahap yang paling strategis dan krusial, karena merupakan landasan dan
pedoman bagi tahap-tahap kebijakan selanjutnya, serta merupakan tahap yang sangat
menetukan bagi pencapaian tujuan dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Fokus
pembahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana pada tahap

forfnulatif/legislasi.

2. Pengusahaan Pertambanga‘n Batubara

Secara terminologis pengusahaan berasal dari kata usaha>> yang berarti kegiatan
dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk méncapai sesuatu maksud;
pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud.

Pengusahaan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) mengusahakan, penyeleng-
garaan, pengerjaan dan sebagainya.** Dalam penelitian ini pengusahaan pertambangan

batubara diartikan sebagai keseluruhan upaya baik yang dilakukan oleh pihak pengusaha

P w. IS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 1136
% Ibid., hal. 1137
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maupun pemerintah dalam mengelola tambang batubara, untuk memperoleh hasil yang

sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia.

3. Lingkungan Hidup (LH) dan Dampak Lingkungan Hidup (DLH)

Pengertian ‘lingkungan hidup’ oleh para pakar seringkali tidak dibedakan dengan
pengertian ‘lingkungan’. Namun pada umumnya istilah yang digunakan adalah
‘lingkungan’ (environment) karena dianggap lebih luas daripada istilah ‘lingkungan hidup’
(life environment).

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai
pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup. Hubungan antara berbagai organisme hidup
di dalam lingkungan pada hakikatnya merupakan kebutuhan primer yang bisa terjadi secara
sadar maupun kurang sadar.®

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadgan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehi‘dupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.

Lingkungan hidulp biasanya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dasar. Pertama,
lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang
berbentuk benda xﬁati; kedua, lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala
sesuatu di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusianya itu sendiri;
AN

* Bandingkan: Henry Campbell Black, et. al., Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul, Minn, West
Publishing Co, 1990, hal. 534, Environment, the totality of phisical, economic, cultural, aesthetic, and social

circumtances and factors which surround and affect the desirability and value of property and which also

affect the quality of peoples’lives. The surrounding conditions influences or forces which influence or
modify.
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dan ketiga, lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia lain yang ada di

sekitarnya.

Baik lingkungan fisik, lingkungan biologis maupun lingkungan sosial selalu
mengalami perubéhan—perubahan; agar | lingkungan tersebut dapat mempertahankan
kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi
terhadap perubahan-perubaban itu. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-
macam faktor, yaitu:*®
a. jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tefsebut;

b. hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu;

e

kelakukan atau kondisi unsur lingkungan hidup; dan
d. faktor nonmateril, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

Unsur-unsur tersebut di atas yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak
merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur itu mempunyai pola
hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi.

Di antara keseluruhan hubung:an atau interaksi antara unsur-unsur dalam ling-
kungan hidup, maka intefaksi antara manusia dengan lingkungan fisik dan lingkungan
biologis tidak jarang mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup
yang dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan

36 R. M. Gatot P. Sumartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.13
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Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan
hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan,*’ Menurunnya
kuantitas maupun kualitas lingkungan hid-up merupakan dampak negatif dari suatu usaha
atau kegiatan manusia, yang sering dikenal dengan istilah dampak lingkungan hidup.
Menurut Pasal 1 ayat (20) UUPLH, dampak lingkungan hidup (DLH) adalah
pengaruh perubahan pada i:ingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan,
Dalam penelitian ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh negatif berupa
turunnya kuantitas dan/atau kualitas pada lingkungan hidup, akibat pengusahaan

pertambangan batubara sehingga menimbulkan kerugian bagi kelestarian fungsi lingkungan

hidup.

4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH)

Lingkungan hidup sebagai kesdtuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan iaerilakunya, yang membentuk suatu tatanan berupa
ekosistem sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memiliki keistimewaan
ilmu dan te